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Meninrbang

Mengingat : 1

lr

bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perettcanaat.t

Pembarrgunan Nasional,/Kepala Badan Pet'encanaan Penlbatrgunan

Nasional Nomor KEP.1O2A,/M.PPN/HK/09/2077 tentanS

Pen3angkatan Belrdahala Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker)

Kor.nite Nasioual Keuatrgan Syal'iah;

lrahr,r,a clalarrr larrg,ka elektifitas serta kelatrcalatr pengelolaart dan

penatausahaan kegiatan tlan attggaran di Satkel Konlite Nasional

Kermrl8an Syariah, perlu dilakukan perubahan terhadap Bendahara

Pengeluaran Saluan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan

Syariahl

bahwa pegawai yang nantanya tercatltum dalant Lanrpiran

Keputusan ini clianglap nrampu datr tnetrtenul.ti persyaratan untuk

duduk dan ntelaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengehuran

Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Kettangan Syariah;

Urrdang-Undang Nonrot 12 Tahun 201 8 tentan8 All88aran

Penclapatatl tlan Belanja Negara Tahttn AtlSgal'an 2018 (lrntbaran

Negara Republik Indonesia Iahun 2OI8 Nornor 223, Tanlbahart

Lembalan Negara Republik lndonesia Nomor 6263);

C

Z. Petaturan ...

a.



Menetapkan

2. Petatrrran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentan1 Tata Cara
Pelaksanaan Anggatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol8;

3. Peraturai'r Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang, Peagadaan
Bar ang/ J asa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2O75 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahtn 2O15 tentang Kementerian
P et enc anaan P emb angttnan Nasional ;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan PeratLran Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 20L6 tentang Komite Nasional
Keuangan Syariah;

8. Petattfian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 20'16
tentan8 Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelapotan, Pemanta]'.an darL

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangttnan Nasional/Kepala
Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2O77
tentan3 OrSanisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif
Komite Nasional Kuangan Syartah;

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.24 / M.PPN / HK/ 02 / 2077 tentang Pembentukan Satuan Kerja
Komite Nasional Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PERUBA}IAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/IGPAI^A BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.1O2AIM.PPN/HK/ 09/ 2077
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN IGRJA
(BP SATXER) KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

Memberhentikan:

Nama : Dwi Rahayuningsih, SE

NIP :1.9870327 207403 2 0O2

Sebagai Bendah ara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional

KeuanSan Syariah.

PERTAMA

A.4engangkat: ...

o



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Mengangkat:

Nama : Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE

NIP :19820213 200604 7 0O7

Sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional
Keuangan Syariah.

Pejabat yang diangkal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
sesuai kewenang annya dalam mengelola keuangan negaru wajlb tertlb,
taat pada perat:utan perundang-rtndangan, efisien, ekonomis, efektif,
transpamn, dan befianggung jawab dengan memerhatikan rasa keadllan
dan kepatutan.

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional
Keuangan Syariah menyelenggarakan pembukuan atas :uang Satuan Kerja
yang dlkelolanya dan menatausahakan barang yang dikuasainya, serta

membuat laporan pertanggungawaban mengenai pengelolaan uang dan
barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengelwaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional
Keuangan Syariah bertanggrng jawab secara prlbadi atas kerugian
keuangan negar a y ang berada dalam pengurusanny a.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan
tznda tangaf. serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan
bahwa tanda tan9an sr'rta paraf tidak sah, apablla tidak sesuai dengan
yanS tercantum dalam I,ampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanazn tttgas Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2079

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI,A BADAN PERENCANAAN GUNAN NASIONAL,

G P.S. DJorvEGoRT

Tembusan...



-4-

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris lJtamaBappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4- Direktur Jender al Angg. ran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jender al Perbendaharuan, Kementerian Keuangan;
6. InspekturUtama,Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. YanS bersanSkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN/IGPAI.A BAPPENAS

NOMOR KEP. 125 /M.PPN/HWO6/2079
TANGGAL 20 JUNr 2019

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF

BENDAHARA PENGELUARAN SAruAN KERJA (BP SATKER)

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAI,/
IGPAI/. BADAN PERENCANAAN NASIONAL,

Bendahar a PenSeluaran Satker Komite
Nasional Keuangan Syariah

Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE

NrP. 19820213 200604 1. OO7

e
Nanm Tanda Tangan Pzraf


